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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah akad yang dutujukan untuk membina rumah tangga biasa disebut 

dengan Nikah atau Kawin. Perkawinan sendiri dalam literatur bahasa arab 

disebutkan dengan dua jenis kata yakni nakaha dan zawaj kedua kata ini ada dalam 

al-quran dan hadist nabi yang mana keduanya memiliki arti perkawinan, selain itu 

kedua kata nikah dan perkawinan adalah kata yang lazim digunakan pula di 

indonesia dalam menyebutkan prosesi melakukan ikatan rumah tangga.1 

Dilakukannya perkawinan tentu memiliki sebuah tujuan salah satu tujuan 

sederhananya adalah agar terjadinya kehalalan dalam melakukan hubungan suami 

istri guna menghasilkan keturunan. Selain itu guna membatasi hubungan yang 

memang dilarang sebelum terjadinya perkawinan. Pernikahan dalam Al-quran 

disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 3 yakni sebagai berikut :   

 

  ۚ

  ۚ  ۚ  ۚ  

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 

tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebi dekat agar 

kamu tidak berbuat zalim”.2 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa menikah merupakan 

perkara yang diperbolehkan bahkan diperbolehkan menikahi 4 orang perempuan 

bagi laki-laki yang dapat berlaku adil, namun hal itu hanyalah sebuah pilihan yang 

disandarkan pada konsekwensi sikap adil dalam memberikan nafkah lahir dan 

 
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.  
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30, (Semarang: Toha 

Putra, 2002), 132. 
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batin. Rumah tangga yang dilakukan dengan didasari niat beribadah maka akan 

menjadi ibadah, salah satu nilai ibadah yang terkandung didalam rumah tangga 

adalah saling menjaga kehormatan serta menjalankan kewajiban dan haknya demi 

menjaga keutuhan rumah tangga. Pernikahan sudah seharurnya dilakukan dengan 

cara yang baik, yang dimulai dengan dilakukanyya akad perkawinan menurut 

agama islam.3 

Setelah dilakukannya akad  dalam perkawinan, maka hak dan kewajiban 

antara suami istri secara otomatis melekat menyertai kehidupan rumah tangga 

mereka. Pada dasarnya perkawinan bukahlah hanya sebatas ikatan hubungan dua 

orang antara suami dan istri, namun lebih jauh dari itu ada dua belah keluarga yang 

ikut dipersatukan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, sehingga mereka 

menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan 

mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan 

terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, sebagai mana telah dikatakan  Rasulullah 

SAW. : 

 

 

 

“Hai pemuda-pemuda,  barang siapa di antara kalian yang mampu untuk 

menikah, maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu nikah, 

hendak lah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu akan berkurang”.4 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan, dan Kompilasi Hukum 

Islam,tidak menggunakan kata Nikah dan Pernikan, tetapi menggunakan kata 

Kawin dan perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah dan kawin 

berlaku untuk semua orang. Karena itu kata Nikah adalah bahasa Arab sedangkan 

 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 41 
4 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Matan al-Bukhori bi Hasyiah as-Sindi 

(Jilid 3),(Indonesia: al-Haromain), 238. 
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Kawin adalah bahasa Indonesia.5 

Perkawinan merupakan salah satu dari banyaknya anjuran sunah Nabi yang 

menjadi anjuran bagi para umatnya, dan perkawinan bagian dari perbuatan ibadah, 

tidak hanya saja perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, Wanita yang 

sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan 

diperlakukan dengan baik, dan diambil di prosesi keagamaan dalam akad 

perkawinan. Serta dalam kelanjutan dari akad akan menimbulkan sebuah hak dan 

kewajiban yang mengikat diantara mereka yang telah melangsungkan 

perkawinan.6  

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan masalah 

perkawinan, meski semua itu tidak ditunjukan khusus untuk orang orang beragama 

Islam saja, melainkan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, namun 

masalah perkawinan itu sendiri yang menjadikan landasan betapa pentinya dan 

dibutuhkan akan pembentukan Undang-Undang ini. Seperti yang disebutkan pada 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan, 

bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa 

Jo pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwasanya perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.7 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terccantum dalam Pasal 

2 bahwasannya perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Jo pada Pasal 3 dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.8 

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Isalam 

 
5 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 10. 
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 41. 
7 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; 

Hukum Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 324 
8 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; 

Hukum Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 327 
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Pasal 2 dan Pasal 3, yang telah disinggung di atas, dapat disimpulkan maksud dan 

tujuan dari perkawinan itu tersendiri. Maksud dari perkawinan itu tersendiri adalah 

bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melangsunkan 

akad serta dan menimbulkan iakatan lahir dan batin diantara mereka berdua yang 

tidak dapat diputuskan begitu saja, serta akan merubah status mereka bagi seorang 

laki-laki menjadi suami, dan bagi seorang perempuan menjadi istri. 

Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari 

lima rukun niakah, yang terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan 

yang menerima akad. Akad nikah juga mempunyai beberapa rukun yang berdiri 

dan menyatu dengan subtansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat, 

yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.9 Dalam 

perkawinan, harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul antara calon 

mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Ijab qabul merupakan syarat 

yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua calon mempelai yang akan 

melangsungkan ikatan perkawinan.10 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)), pada ayat selanjutnya 

menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2)).11 Merujuk kepada Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah. Apabila hanya memenuhi 

salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi 

unsur hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

iAkibat perkawinan iyang tidak itercatat sendiri imempunyai dampak iyang 

 
9 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. Fiqh Munakahat, 

Khitbah, Nikah dan Talak. (Jakarta: AMZAH, 2015), 127. 
10 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 67 
11 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh. Munakahat 

(Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: AMZAH, 2009). 325. 
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sangat imerugikan baik isecara hukum iatau sosial ibagi seorang iistri dan ianak yang 

iterlahir dari iperkawinan tersebuti. Secara ihukum, iperempuan tidak idianggap 

menjadi iistri yang isah, idan tidak iberhak atas inafkah dan iwarisan dari isuami jika 

imeninggal duniai. Selain iitu tidak iakan ada ipembagian harta igono-igini apabila 

iterjadi perceraian, ikarena secara ihukum yang iberlaku perkawinan itersebut 

dianggap itidak pernah iterjadi, serta ianak yang idilahirkan dalam iperkawinan 

tersebut idianggap anak itidak sah iyang menjadi itidak ada ikatan perdata idan nasab 

ipada ayahnya.  

iKehadiran Pasal 2 iUndang-Undang Perkawinan, imemberikan bukti ibahwa 

agama itetap dijadikan ipatokan untuk imenentukan suatu iperkawinan itu isah atau 

itidak. iAgama menjadi itolak ukur untuk isebuah keabsahan idalam perkawinan, 

iserta sudah ipasti setiap agama yang idipeluk warga indonesia mempunyai 

iprosedur yang itidak sama. Pelaksanaan iperkawinan pada ilingkungan masyarakat, 

ikhususnya yang iberagama Islam idalam pelaksanaan perkawinan imasih banyak 

iyang melakukan ipraktek perkawinan idi bawah itangan atau iyang sering idikenal 

dengan ikawin siri, idengan praktek imelakukan perkawinan idengan ketentuan 

iagama namun itidak melakukan ipencatatan perkawinan isebagai mana iyang telah 

idiatur dalam iUndang-Undang iPerkawinan Pasal i2 ayat (2).12 

iPerkawinan dibawah itangan sendiri iyang masih isering terjadi idi ligkungan 

imasyarakat, iserta menjadi ituntutan mereka iuntuk mendapatkan isalina akta inikah 

yang imemang sangat idibutuhkan oleh mereka idan dituntut untuk imemilikinya, 

mendorong imereka untuk dapat imemenuhi administasi yang imereka lewatkan 

kala imelaksanakan perkawinan secara isiri dulu, dengan imelakukan pengajuan 

ipenetapan perkawinan (iisbat nikah), isebagaimana telah diatur dalam iKompilasi 

Hukum Islam iPasal 7. 

Adanya perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan tidak tercatat juga 

akan berdampak kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena 

secara identitas anak akan kesulitan mendapatkan haknya sebagai warga negara 

untuk memperoleh hak administrasi seperti akata kelahiran yang mana hal tersebut 

 
12 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 39. 
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menjadi hak dasar seorang anak yang akan hidup dan berkembang dilingkungan 

masyarakat.  Selain itu jika mengacu terhadap pasal 99 KHI menjelaskan bahwa “ 

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang 

sah”. Dengan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tidak dapat 

dikatakan sebagai perkawinan yang sah jika mengacu terhdap KHI dan UU No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

Namun ifakta yang peneliti itemukan di i KUA Kecamatan Leuwimunding 

Kabupaten Majalengka terjadi penikahan idengan Pengulangan iijab qobul 

iperkawinan untuk ikedua kalinya yang ditujukan agar mendapatkan legalitas 

perkawinan. Berdasarkan keterangan dalam wawancara peneliti dengan kepala 

KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, menjelaskan bahwa di 

Kecamatan Leuwimunding masih banyak terjadi perkawinan perkawinan tidak 

tercatat. Kegiatan perkawinan tidak tercatat yang dilakukan tentunya tidak 

mempunyai legalitas yang jelas karena tidak mendapatkan dokumen pernikahan 

dari KUA setempat. Untuk mengatasi hal tersebut banyak dari pasangan 

perkawinan tidak tercatat melakukan pengulangan akad nikah dengan 

mendaftarkannya  ke KUA Kecamatan Leuwimunding agar bisa memperoleh 

legalitas dalam perkawinannya.13 Hal tersebut idilakukan karena imereka tidak 

iingin mengajukan iisbat nikah ike Pengadilan iAgama, sebagai ipengganti dari 

iisbat nikah ipasangan tersebut melakukan ipengulangan akad nikah atau tajdid 

inikah, iagar bisa mendapatkan isalinan akta inikah bagi imereka yang itelah 

melakukan iperkawinan siri isebelumnya.  

iPerkawinan perkawinan tidak tercatat iyang terjadi idi  KUA Kecamatan 

Leuwimunding dilaksanakn saat mereka belum mencukupi batas minimal usia 

menikah dalam pelaksanaan perkawinan tidak tercatat mereka dipersaksikan ioleh 

tokoh imasyarakat, isetelah mereka imelangsungkan pernikahan ibeberapa waktu 

barulah ipasangan tersebut imenyadari akan ipentingnya melakukan ipencatatan 

pernikahan.14  iAgar dapat idicatat dan imemiliki akta inikah karena ipada 

 
13 Wawancara Dengan petugas KUA Kecamatan Leuwimunding. Pada tanggal 5 Maret 2023, 

pukul 13.00. 
14 Wawancara Dengan petugas KUA Kecamatan Leuwimunding. Pada tanggal 5 Maret 2023, 

pukul 13.00. 
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pernikahan itersebut tidak iada bukti iyang menyatakan ibahwa mereka itelah 

menikah iseperti yang idiatur oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam. Masyarakat imenyadari pentingnya imempunyai akta inikah untuk 

imelindungi hak imereka dan anak.  

Sesuai idengan regulasi iyang berlaku, ibagi perkawinan tidak tercatat iyang 

ingin imendapatkan legalitas hukum imaka harus melakukan iisbat nikah ke 

pengadilan Agama. Namun dengan ialasan tidak ada ibiaya dan tidak iingin 

kesulitan mengurusi administrasi persidangan isbat nikah, pasangan tersebut 

melakukan isnisiatif untuk melakukan pernikahan ulang dengan mengajukan 

pernikahan dihadapan pegawai  KUA Kecamatan Leuwimunding.15 Adapun data 

yang ditemukan dilapangan peneliti berhasil menemukan 6 pasangan suami istri 

yang melakukan perkawinan tidak tercatat kemudian melakukan ijab kobul kembali 

di hadapan KUA Leuwi Munding. Dari pasangan pasanan yang melakukan 

pengulangan ijab kobul ditemukan bahwa pasangan tersebut memiliki anak hasil 

dari perkawinannya. Anak yang lahir dari pasangan tersebut ada yang dilahirkan 

saat pasangan tesebut masih menyandang status nikah tidak tercatat dan juga ada 

yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan pernikahan dengan mencatatkan 

ke KUA Leuwi Munding Kabupaten Majalengka.  Data hasil temuan peneliti 

dilapangan akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Table 1.1 

Data pasangan yang melakukan pernikahan ulang di KUA Leuwimunding  

Kabupaten Majalengka16 

NO Nama Suami Nama Istri Jumalah Anak 

1 Toni Nurdin Fitri fauziah 2 

2 Ardi Kurniamukti Neli Nisfia 3 

3 Rega Saputra Feni Aulia 1 

4 Tri Jaka Utama Anggiani Nur Annisa 4 

5 Fahruf Rozi Annisa Nurjanah 2 

 
15 Wawancara Dengan petugas KUA Kecamatan Leuwimunding. Pada tanggal 5 Maret 2023, 

pukul 13.00. 
16 Data hasil wawancara dengan Amil Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, 

bapak Ade Kustiawan pada 28 Maret 2023. 
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6 Misbahudin taufik Aflahul Zahroh 1 

 

iBerdasarkan hal itersebut penulis itertarik dan merasa perlu untuk meneliti 

praktik pengulangan iijab qobul iperkawinan pada ipasangan perkawinan isiri dan 

iimplikasi hukum iyang timbul idari tindakan itersebut, selain itu peneliti juga akan 

meneliti mengenai status hukum anak yang lahir dan atau dihasilkan dari 

pernikahan tersebut.  fenomena ipengulangan ijab iqobul yang imenjadi pilihan 

beberapa pasangan sehingga tidak perlu mengajukan isbat nikah untuk 

mendapatkan legalitas perkawinan. hal ini yang mendasari penulis untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai problematika yang terjadi di KUA Kecamatan 

Leuwimunding, maka penulis tuangkan rencana penelitian Skripsi dengan Judul: 

Dampak perkawinan ulang hubungannya dengan status anak (Studi Kasus Di Kua 

Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti, 

peneliti mengambil rumusan masalah yang ingin diteliti yakni sebagai berikut : 

1. Latar belakang terjadina nikah ulang di di KUA Kecamatan 

Leuwimunding Kabupaten Majalengka ? 

2. Bagaimana keabsahan perkawinan ulang di KUA Kecamatan 

Leuwimunding Kabupaten Majalengka ? 

3. Bagaimana dampak perkawinan ulang terhadap status hukum anak hasil 

perkawinan awal di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten 

Majalengka ? 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan 

di atas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadina nikah ulang di di KUA 

Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. 

2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan ulang di KUA Kecamatan 
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Leuwimunding Kabupaten Majalengka. 

3. Untuk mengetahui dampak perkawinan ulang terhadap status hukum anak 

hasil perkawinan awal di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten 

Majalengka. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dilakukannya penelitian ini dapan diklasifikasikan menjadi 2 

kegunaan yakni sebagai berikut : 

1. kegunaan teoritis 

Kegunaan teoritis  dari hasil penelitian ini adalah menjadi sebuha sumbangsi 

dalam ilmu pengetahuan yang bebasis hukum keluarga, serta besar harapan hasil 

dari penelitian ini menjadi bahan dalam penelitian penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam guna kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan 

hukum. 

2. kegunaan praktis 

Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat mnejadi bahan 

masukan dan pertimbangan husunya bagi KUA Kecamatan Leuwimunding 

Kabupaten Majalengka dan umumnya bagi masyarakat umum. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, 

dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang 

ada dan yang belum ada.17  Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan peneliti 

ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang 

membahas mengenai ijab qobul dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut : 

1. Jurnal yang ditulis oleh Khairani Cut Nanda Maya Sari, yang berjudul “Pengulangan 

Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota 

Kualasimpang")”, dalam hasil penelitian menunjukan bahwa pengulangan nikah 

terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat 

 
17 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 58. 
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sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan 

tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah 

pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut 

tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya 

merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak 

terlindunginya kehormatan. Sebaliknya, apabila pada pernikahan yang tidak 

memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka 

kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan 

suami istri yang melangsungkan pemikahan. Dari paparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah 

pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan 

kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan 

dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.18 

2. Jurnal yang ditulis oleh Nafkha Khorida Lutfina” Akad Nikah Dua Kali di Desa 

NgadirejoKecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah” dalam hasil 

peneltian ditemukan bahwa pelaksanaan akad nikah dua kalipada masyarakat di 

Desa Ngadirejo, yaitu: pertama dilakukan dengan Kyaidesa, kemudian akad 

nikah yang kedua dilaksanakan dengan KUA. Hal tersebut disebabkan karena 

adanya kepercayaan masyarakat setempat terhadap hitungan Jawa. Pandangan 

tokoh masyarakat Desa Ngadi.rejoterhadap akad nikah dua kali, yaitu: 1) akad 

nikah dua kali harus dilaksanakan sesuai dengan penghitungan Jawa, karena 

jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan hitungan Jawa maka, akan 

mendatangkan balak atau pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga; 2) 

akad nikah dua kalitidak harus dilaksanakan, karena dalam hubungan rumah 

tangga,pasti akan ada masalah yang datang dikemudian hari, yang terjadi bukan 

disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan hitunganJawa. Oleh karena itu, yang 

terpenting adalah bukan menghilangkan tradisi yang sudah ada, namun 

pemahaman masyarakat bahwa dalam pernikahan adalah harus memenuhi 

 
18 Khairani Cut Nanda Maya Sari,  Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan 

Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 
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syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum 

Negara.19 

3.  Jurnal yang ditulis oleh Hanif Nur Pradani, dengan Judul “Nikah Dengan Dua 

Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda Perspektif Maslahah Di Kua Wonokromo 

Surabaya”. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa Dalam kasus 

pernikahan ini, akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena 

penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam. Kemudian akad yang 

kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, 

walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan 

tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta 

nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan 

tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan ini termasuk 

dalam maslahah mulghah karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak 

dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. 

Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak 

perlu digunakan.20 

4. Fuad Fakhrudin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung 2014, skripsinya yang berjudul “Pernikahan Dua Kali Akad Pada 

Masyarakat  Desa Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam perkawinan 

akad merupakan rukun utama untuk melakukan perkawinan harus tepenuhinya 

rukun dan syarat perkawinan yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang 

saksi, ijab qabul, dan dengan syarat adanya mahar atau maskawin di Desa 

Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya telah ditemukan 

pernikahan dua kali akad nikah hal ini menjadi tidak lazim yang biasanya 

dilakukan satu kali akad menjadi dua kali. Yaitu akad pertama sebagai 

pernikahan yang belum dicatatkan di KUA atau kawin siri sedangkan akad 

yang kedua dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Hasil penelitian 

 
19 Nafkha Khorida Lutfina” Akad Nikah Dua Kali di Desa NgadirejoKecamatan Reban 

Kabupaten Batang Jawa Tengah. Jurnal Hukum Islam Vol 8, no 1, Juni  2020. 
20 Hanif Nur Pradani, dengan Judul “Nikah Dengan Dua Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda 

Perspektif Maslahah Di Kua Wonokromo Surabaya”,  AL-HUKAMA The Indonesian Journal of 

Islamic Family Law Volume 09, Nomor 02, Desember 2019. 
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menemukan bahwa pernikahan dua kali akad di Desa Mangunreja Kecamatan 

Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, akad pernikahan pertama yang dianggap 

sebagai media ta’aruf sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan 

maka pernikahannya pun sudah dianggap sah. Jadi, akad pernikahan kedua di 

depan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah. Karena perbuatan akad kedua 

tersebut merupakan akad pernikahan yang sia-sia. Dengan demikian, 

pernikahan dua kali akad yang terjadi pada masyarakat Desa Mangunreja, 

Kecamatan Mangunreja kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqih munakahat dan hukum perundang- 

undangan yang berlaku. 

5. iLisa Purnama iSari . Pemahaman iMasyarakat iTerhadap iPengulangan iiAkad 

iNikah iBagi iiWanita iHaid (iiStudi iKasus Di iJorong iiSutijo, iKenagarian iKoto 

iGadang, Kecamatan iIv iKoto, iKabupaten iAgam). iSkripsi i2020, iHasil 

ipenelitian imenunjukkan ibahwa iada ibeberapa ihal iyang iterkait itentang 

ipemahaman imasyarakat iterhadap ipengulangan iakad inikah ibagi iwanita ihaid 

idi iJorong iSutijo iyaitu; ipengulangan iakad inikah ibagi iwanita ihaid imerupakan 

isuatu ikebiasaan iyang isudah iturun itemurun isejak idahulu ibertujuan iagar 

ipasangan suami iistri iyang ihendak imembangun ibahtera irumah itangga 

idilandaskan ikepada ipernikahan iyang isuci idan ibersih idari ihadats ibesar i 

(haid), iterdapatnya iketidak ipuasan ihati idan ibathin iterhadap ipasangan isuami 

iistri iyang melangsungkan ipernikahan ipada isaat icalon imempelai iwanitanya 

ihaid, iuntuk imenghindari iadanya igosip iatau iejekan idari imasyarakat isetempat 

iyang idisebabkan itidak imelakukan ipengulangan iakad inikah iselepas ihaid, idan 

ihal itersebut imerupakan ipertanggung ijawaban iyang ibesar ikepada iAllah 

ikarena imenurut imasyarakat isetempat ijika itidak idilakukan ipengulangan iakad 

inikah iselepas imempelai iwanita ibersih idari ihaidnya iberarti isama isaja imereka 

iisudah melakukan idosa ibesar iyaitu iberbuat izina.21 

 

 
21 iLisa Purnama iSari . Pemahaman iMasyarakat iTerhadap iPengulangan iiAkad iNikah iBagi 

iiWanita iHaid (iiStudi iKasus Di iJorong iiSutijo, iKenagarian iKoto iGadang, Kecamatan iIv iKoto, 

iKabupaten iAgam). (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittnggi 2020). 



13 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 iAllah SWTimensyariatkan perkawinan idan dijadikan dasar iyang kuat bagi 

kehidupan imanusia karena adanya ibeberapa nilai yang tinggi idan beberapa tujuan 

iutama yang baik bagi imanusia, makhluk yang idimuliakan Allah SWT. iUntuk 

mencapai kehidupan yang ibahagia dan menjauhi idari ketimpangan dan 

penyimpangan, Allah iSWT telah membekali isyariat dan hukum-hukum iIslam 

agar dilaksanakan dengan ibaik Allah SWT. imensyariatkan perkawinan dan 

dijadikan idasar yang kuat bagi ikehidupan manusia karena adanya ibeberapa nilai 

yang tinggi idan beberapa tujuan utama yang ibaik bagi manusia, imakhluk yang 

dimuliakan Allah SWT. Untuk imencapai kehidupan yang bahagia idan menjauhi 

dari iketimpangan dan penyimpangan, Allah iSWT telah membekali syariat dan 

ihukum-hukum Islam agar idilaksanakan dengan baik.22 

Perkawinan imerupakan suatu ikatan lahir batin yang disyariatkan Allah 

SWTi. untuk melakukan hubungan antara seorang laki-ilaki dan iperempuan untuk 

mencapai ikemuliaan hidup, ketentraman jiwai, sehingga menimbulkan rasa kasih 

isayang, dan saling mengasihi.23 iUntuk melaksanakan perkawinan tidak imudah, 

karena harus memperhatikan idan memenuhi syarat dan irukunnya, agar 

perkawinan tersebut imenjadi sah, serta imenimbulkan rasa aman bagi iyang 

melaksanakannya. Dengan imerujuk pada peraturan yang iberlaku, tidak hanya 

pada ihukum Islam sebagai sumber utama sebab ikeabsahan perkawinan bagi umat 

beraga iIslam, namun juga berpedoman ipada peraturan perundang-iundangan yang 

berlaku. 

Pasal 1 iUndang-Undang Nomor 1 Tahun i1974 tentang perkawinan telah 

imenjelaskan, perkawinan adalah iikatan lahir bathin antara iseorang laki-laki idan 

seorang perempuan sebagai suamii-istri dengan tujuan membentuk ikeluarga 

(rumah tanggai) yang bahagia dan kekal iberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esai. 

Perkawinan adalah isah, apabila dilakukan imenurut hukum masingi-masing 

agamanya dan kepercayaannya iitu (Pasal 2 ayat 1), ayat selanjutnya menyebutkan 

 
22 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Fiqh Munakahat, 

Khitbah, Nikah dan Talak. (Jakarta: Amzah, 2015), 39. 
23M. Alhamidy. Islam dan Perkawinan.(Bandung: Al-ma’arif, 1889), 121. 
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bahwa tiap-itiap perkawinan dicatat imenurut peraturan perundang-undangan yang 

iberlaku (Pasal 2 ayat 2). 

Perkawinan iyang sah menurut ihukum perkawinan adalah perkawinan iyang 

dilakukan menurut tata itertib hukum yang berlaku oleh iagama Islam, 

Kristen/iKatolik, Hindu, dan iBudha.24 Namun itidak hanya sampai disana, negara 

mempertimbangkan hal lainnya iyang dapat melengkapi perbuatan hukum tersebut, 

idengan menambahkan tentang ipencatatan perkawinan, merujuk kepada iPasal 2 

ayat (i1) dan ayat i (2) yang imenentukan bahwa suatu perkawinan iharus dilakukan 

menurut hukum imasing-masing agamanya dan kepercayaannya idan dicatatkan 

menurut peraturan iperundang-undangan yang iberlaku, maka ketentuan ini 

merupakan isuatu kesatuan yang tidak dapat idipilih keberlakuannya. 

Pada dasarnya dalam ihukum Islam itidak ada iyang mengatur tentang 

pencatatan iperkawinan, baik itu idalam al-Qur’an idan al-iSunnah. Berbeda dengan 

masalah imuamalah terdapat ayat ali-Qur’an yang mengatur tentang 

idiperintahkannya untuk melakukan pencatatan utang ipiutang dalam situasi 

itertentu. Pencatatan perkawinan ibertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

iperkawinan pada masyarakat, ini imerupakan suatu upaya yang idiatur melalui 

perundangi-undangan, untuk menjaga imartabat dan kesucian perkawinan, idan 

terlebih lagi bagi ikaum perempuan dalam rumah tanggai.25 

Pencatatan perkawinan idiberlakukan hampir di semua negara muslim idi 

dunia, meskipun berbeda satu sama ilain dalam penekanannyai. jika ditinjau 

kembali ipada kitab-kitab ifiqih klasik, maka tidak iakan ditemukan kewajiban pada 

pasangan suamii-istri untuk mencatat perkawinannya pada ipejabat negara. Karena 

iperkawinan sendiri telah sah iapabila telah memenuhi syarat dan irukun yang 

ditetapkan oleh hukum isyara, berbeda dengan iperkara muamalah yang dengan 

itegas al-iQur’an memerintahkan untuk imencatatnya, dalam transaksi inon-tunai 

dengan iwaktu yang ditangguhkani.26 

 
24 Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Adat. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 26. 
25 Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 107 
26 Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2013),182 
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Keterangan tersebut iterdapat dalam ali-Qur’an surat al-iBaqarah ayat 282, 

idengan potongan ayat Faktubuhu i فَكْتبوه yang berarti i “maka hendaklah kamu 

icatat”. Dengan demikian iadanya ayat yang menjelakan itentang pencatatan dalam 

suatu masalah iyang penting seperti muamalah, imaka ayat tersebut dapat menjadi 

ilandasan hukum dalam pencatatan perkawinan dan ikepemilikan akta nikah, imeski 

perkawinan berbeda masalah dengan imuamalah. Sebab dalam hukum Islam 

imengenal metode Qiyas, iyaitu menyamakan kejadian yang tidak iada nash 

hukumnya dengan kejadian iyang telah ada dalam nash idangan alasan adanya 

persamaan iillat. Oleh ketentuan mengenai ipencatatan perkawinan, imerupakan 

temuan yang baru iditerapkan pada masyarakat imuslim ketika terjadinya 

pembaharuan hukum iperkawinan. 

Pencatatan iperkawinan berfungsi sebagai ketentuan ihukum perlindungan 

hak dan kepastian ihukum, karena dengan iadanya alat bukti yang iautentik tersebut 

dapat dengan mudah imembuktikan perkawinan apabila dibuktikani, baik dengan 

pihak iyang bersangkutan maupun oleh iorang lain. 

iMasyarakat yang memang memahami ipentingnya pencatatan perkawinan, 

serta imengikuti perundang-undangan iyang mengatur tentang perkawinan, akan 

imelakukan semua yang idiatur oleh perundang-iundangan tentang perkawinan. 

Pencatatan iperkawinan akan menjadi salah isatu upaya meningkatkan iketertiban 

dan kenyamanan setiap individu idalam melakukan hubungan hukumi. 

Pencatatan perkawinan ijuga sebagai salah satu iupaya untuk mewujudkan 

rumah tangga yang sakinahi, mawaddah, dan irahmah, menjadi suatu ikeharusan 

dan keniscayaan. Untuk iitu Undang-Undang Nomor i1 Tahun 1974 tentang 

iperkawinan di Indonesia juga imengharuskan adanya pencatatan perkawinan ibagi 

siapa saja yang hendak iingin melakukan perkawinan.27 

Sebelum iadanya Undang-Undang Perkawinan iNo. 1 Tahun i1974, 

masyarakat telah iberanggapan bahwasannya perkawinan merupakan itransaksi 

individual affair atau urusan ipribadi, dalam hal ini iperkawinan berjalan dengan 

norma iagama yang berlaku bagi imereka yang memang hendak akan ikawin tanpa 

 
27 Ahmad Tholabi Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 

189 
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adanya hukum iformal atau aturan pemerintah iyang terlibat di dalamnyai. 

Pemahaman pada masyarakat ibahwasannya perkawinan masih merupakan 

iindividual affair pada masa sekarang dengan itelah munculnya Undang-iUndang 

Perkawinan akan melahirkan iimplikasi buruk dengan terjadinya perkawinan iyang 

tidak sesuai dengan iUndang-Undang dan peraturan iyang berlaku, yang idapat 

mengakibatkan tidak terlindunginya hak idan kewajiban suami-iistri dalam rumah 

tanggai.28 

Ada beberapa ipersoalan hukum yang paling imendasar dari adanya 

pencatatan perkawinan iyang di berlakukan, iadalah sebagai berikut:  

1. Persoalan seleksi icalon mempelai. iDengan adanya pencatatan perkawinan idi 

KUA dapat diketahui iboleh atau tidaknya iperkawinan dilaksanakan secara 

hukum imateril Islam.  

2. Bukti ihukum (Legal Formali). Pencatatan perkawinan oleh iKUA dibuktikan 

dengan pembuatan isalinan akta nikah yang merupakan ibukti terulis 

keperdataan, ibahwa telah terjadi perkawinan iyang sah secara hukum, itidak 

ada larangan perkawinan antara ikeduanya dan telah imemenuhi syarat dan 

rukun iperkawinan. Karena itanpa adanya salinan iakta nikah imaka perkawinan 

idianggap tidak ipernah terjadii. Karena isalinan akta inikah imerupakan bagian 

idari syarat ilengkap khusus iuntuk suatu igugatan atau ipermohonan perkara 

iyang diajukan ike pengadilan iAgama sebagai ihukum formil.29 

iDalam KHI iPasal 7 iayat (2) idimungkinkan bagi ipasangan perkawinan 

iyang tidak idapat dibuktikan idenga akta inikah dapat imengajukan isbat inikah ke 

iPengadilan Agamai. Isbat inikah mengandung imakna penetapan iperkawinan 

melalui ipencatatan perkawinan ioleh pejabat iyang berwenang iberdasarkan 

peraturan iPerundangundangan. iPejabat yang iberwenang yang idimaksud adalah 

iPegawai Pencatat Nikah i (PPN) iyang berada idi wilayah ihukum calon imempelai 

yang iakan melangsungkan Perkawinan. 30 

 
28 Riduan Syahrani dan Abdurrahman. Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. 

(Bandung: Alumni, 1978), 10. 
29 Roihan A. Rasyid. Hukum Acara di Pengadilan Agama. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

65. 
30 Aden Rosadi. Peradilan Agama Di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum). 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015). 194. 
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iJadi pada idasarnya isbat inikah adalah ipenetapan atas iperkawinan seorang 

ilaki-ilaki dan iperempuan sebagai pasangan isuami istri iyang sudah dilaksanakan 

isesuai dengan iketentuan agama Islam idengan memenuhi rukun idan syarat kawini, 

hanya saja iperkawinan tersebut terjadi ipada waktu lampau iserta tidak dicatat 

sesuai ipertauran yang berlaku iatau juga memang tidak idihadiri oleh pengurus 

iKUA. 

Juga idijelaskan bagi masyarakat iyang beragamakan Islam yang imemang 

perkawinannya belum itercatat, dapat imenempuh jalan pengajuan isbat inikah ke 

Pengadilan Agama, ketentuan iini tercantum idalam Kompilasi Hukum iIslam Pasal 

i7 ayat (2) dan ayat (3), idinyatakan bahwa dalam ihal perkawinan tidak dapat 

idibuktikan dengan akta nikah, idapat diajukan iisbat nikahnya ike Pengadilan 

iAgama. Isbat inikah ini hanya idimungkinkan bila berkenaan idengan: 

1. Dalam rangka penyelesaian iperceraian;  

2. Hilangnya iakta nikah;  

3. Adanya keraguan itentang sah iatau tidaknya salah isatu syarat iperkawinan;  

4. Perkawinan iberlangsung sebelum iberlakunya UU iNo. 1 itahun 1974 

tentang iperkawinan;  

5. iPerkawinan yang dilakukan ioleh mereka yang itidak mempunyai ihalangan 

perkawinan imenurut UU iNo. i1 tahun 1974.31 

iIsbat nikah yang idilakukan oleh Pengadilan iAgama karena pertimbangan 

imashlahat bagi umat iIslam. Isbat nikah isangat bermanfaat bagi iumat Islam iuntuk 

mengurus idan mendapatkan hak-haknya iyang berupa isurat-surat atau idokumen 

pribadi yang dibutuhkan idari instansi yang berwenang, iserta memberikan jaminan 

iperlindungan kepastian hukum terhadap ipelaku pengajuan isbat nikah.32 

iIsbat nikah imenurut iKeputusan iKetua iMahkamah iAgung iRI iNomor 

iKMAi/i032/SK/2006 tentang Pedoman iPelaksanaan iTugas idan iAdministrasi 

iPengadilan iadalah ipengesahan atas iperkawinan iyang itelah idilangsungkan menurut 

isyari’at iagama iIslam, akan itetapi itidak idicatat ioleh iKUA atau iPPN iyang 

 
31https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan 

perkawinan. pdf  (diakses pada: jumat, pukul: 03.54/ 6/03/2023) 
32 https://media.neliti.com/media/publications/258617-isbat-nikah-melegalkanpernikahan-

sirri-435f24f1.pdf (diakses pada: jumat, 04.04/ 6/03/2023) 
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iberwenangi. iIsbat nikah ijuga iberarti isuatu cara iatau imetode idalam imenetapkan 

isahnya isuatu iperkawinan iyang ibelum itercatat di KUA isetempat, isesuai idengan 

iketentuanketentuan ihukum iyang iberlaku iterkait idengan iperihal perkawinan iiyang 

idilakukan idi ipengadilan. iDalam buku iPedoman iTeknis iAdministrasi Peradilan 

iAgama dijelaskan ibahwa iisbat inikah adalah iipernyataan tentang isahnya 

perkawinan iyang idilaksanakan iberdasarkan agama idan itidak idicatat ioleh iPPN 

iyang iberwenangi.33 

Namun setelah munculnya iUndang-iundang yang mengatur tentang iisbat 

nikah guna imembantu permasalahan perkawinan dimana ibanyak pasangan suami 

istri iyang ingin mendapatkan akta inikah, ternyata ipermasalahan tidak selesai 

isampai disana, karena iada kendala baru imuncul yang dihadapi Pengadilan iAgama 

untuk melakukan isbat inikah terutama perkawian tidak itercatat dibawah tahun 

1974, yang ipertama mengenai susahnya imembuktikan wali, ipara saksi 

perkawinan, ikarena rata-irata wali dan ipara isaksi perkawinan itelah meninggal 

idunia, ibegitu pula idengan pengajuan iisbat nikah isetelah munculnya 

iUndangUndang yang imengatur hal tersebut ijuga tetap bisa imenjadi kendala ibagi 

mereka yang imengajukan isbat nikah iyang tidak bisa imembawa wali dan ipara 

saksi iperkawinan, idengan munculnya kendala itersebut maka Pengadilan itidak 

mengabulkan permohonan iisbat nikah karena iPengadilan Agama tidak idapat 

memutus perkara itanpa aturan syarat idan rukun yang ijelas. Karena isering 

munculnya kendala iseperti ini menimbulkan para ipihak pengajuan isbat inikah 

melakukan pengulangan ijab iqobul perkawinan, iagar tercatat dan mendapat 

isalinan akta nikahi.  

Penacatatan iperkawinan bertujuan untuk imewujudkan ketertiban 

perkawinan bagi imasyarakat. Ini merupakan suatu iupaya yang diatur melalui 

iperundang-undangan, untuk imelindungi martabat dan kesucian (mitsaqan 

galidlan) perkawinani.34 Perintah dari seorag pemimpin yang didasarkan pada 

kemslahatan, merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan 

 
33 Royan Bawono, Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi 

Indonesia. LENTERA. Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022, 67 
34  Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 

91. 
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sepenuhnya termasuk pada hal-hal yang dinilai mendukung terlaksananya 

kewajiban atau perintah tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu Kaidah 

Ushuliyah yakni ; 

 

 

memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilahnya  

(perantaranya) 

 

Pencatatan perkawinan idan menggunakannya sebagai bukti telah iterjadi 

perkawinan sangat jelas imendatangkan mashlahat bagi itegaknya suatu rumah 

tanggai. Selaras dengan satu ikaidah fiqh, yaitu: 

 

 

“Meraih Maslahah dan Menolak Mafsadah”35 

Pemerintah iyang mengatur secara ikhusu tentang pencatatan iperkawinan dan 

isbat nikahi, dalam perspektif metodologi idiformulasikan menggunakan metode 

ifiqh yaitu istislah iatau maslahah mursalahi. Karena dalam ihal ini tidak iada nash 

al-iQur’an dan asi-Sunnah yang ijelas menjelaskan secara ikhusus tentang dua ihal 

tersebut berkaitan idengan perkawinan, namun idilakukan dan diaturnya idua hal 

tersebut imempunyai dampak mashlahat (nilai ipositif) dalam ihal perkawinan, ioleh 

kerena itu imashlahat yang timbul isejalan dengan hukum syara iyang ingin 

mewujudkan kemaslahatan ibagi masnusia.  

Ditinjau secara hukum islam para pemegang kebijakan sudah seharusnya 

membuat bijakan yang berdampak terhadap hal yang lebih baik dari sebelumnya, 

hal ini terdapat dalam kaidah Fiqhiyah sebagai berikut : 

 

 
35 Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1, (Damaskus: Dar 

al-Qalam, 2000), 6. 
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“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 

kemaslahatan.”36 

Berdasarkan kaidah Fiqih diatas dapat kita fahami bahwa segala tindakan  

atau  kebijakan  seorang  Imam  (pemimpin)  terhadap  subjek  maupun  objek 

hukum  yang  berada  di  bawah  kepemimpinannya,  di  mana  kepemimpinannya 

tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik 

berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, 

“Tindakan dan kebijakan  yang  ditempuh  oleh  pemimpin  atau  penguasa  harus  

sejalan  dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.37 

Adanya sistem regulasi mengenai pencatatan perkawinan guna mendapatkan 

legalitas dalam perkawinan diharapkan dapat berjalan dan diteima oleh masyarakat 

dengan baik, karena sebuah aturan tidak akan ada artinya jika tidak bisa 

dilaksanakan dengan efektif.  Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa efektifitas 

dari sebuah hukum bisa dilihat dari sejauhmana hukum tersebut ditaati oleh 

masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan dengan baik oleh penegak hukumnya.38  

 
36 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61. 
37 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61. 
38 Achmad Ali, Menguak Teori dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2010), 375. 


